
 
 
 

 

 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR     25     TAHUN 2012 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 

LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU TIMUR, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan 

Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang  Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum;  

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

  2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 
Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4270); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4855);   

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 
2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah 

Yang Dipisahkan; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 

Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 
2008 Nomor 11); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 

5); 



  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah 

Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 
Tahun 2010 Nomor 2), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI TENTANG  PELAKSANAAN 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN 
DAERAH AIR MINUM. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah 
Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur; 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD; 

5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM 

adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur; 

6. Penyertaan Modal adalah Pengalihan kepemilikan barang milik daerah 
yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah 
pada badan usaha milik daerah; 

7.  Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

                         BAB II 
     PENYERTAAN MODAL 

Pasal 2 

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan penerimaan 
daerah. 

(2) Barang Milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
dalam rangka pengembangan, dan peningkatan kinerja PDAM. 

 

 



Pasal 3 

Nilai realisasi aset yang diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
Pasal 4 

(1)  Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

penyertaan modal. 

(2) PDAM wajib menyampaikan laporan keuangan per semester, laporan 

keuangan akhir tahun, neraca, arus kas, laporan realisasi anggaran 
dan laporan laba rugi setiap tahun kepada Bupati. 

                         BAB III 

          PENUTUP 
Pasal 5 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili  

pada tanggal 19 November 2013 
 

    BUPATI LUWU TIMUR, 
 

                                       

 

        ANDI HATTA  M. 

Diundangkan di Malili 

pada tanggal 19 November 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

 
BAHRI SULI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR  25 


